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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pola, struktur dan model
peradilan adat di Minangkabau, dengan fokus pada keragaman yang ada di
setiap nagari. Dalam konteks modern, interaksi antara peradilan adat dan
peradilan negara menjadi isu penting, terutama dalam menyelaraskan hukum
tradisional dengan kebutuhan hukum yang lebih luas. Pengumpulan data
dalam penelitian ini dilakukan melalui studi literatur, wawancara mendalam
dengan tokoh adat, serta diskusi kelompok terfokus (FGD). Pemilihan lokasi
penelitian ini didasarkan pada wilayah kultural Minangkabau yang berada
pada wilayah administratif Provinsi Sumatera Barat, yang dipandang
mewakili dua aspek sistim pemerintahan adat di Minangkabau, yaitu sistim
pemerintahan ba-Rajo di Nagari Lubuak Malako dari aspek wilayah rantau,
dan sistim pemerintahan ba-Pangulu di Nagari Taram, Nagari Balimbiang
dan Nagari Sijunjuang dari aspek wilayah luhak. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa peradilan adat Minangkabau masih memegang peranan
penting dalam penyelesaian berbagai kasus, baik perdata maupun pidana,
dengan pendekatan keadilan restoratif. Melalui analisis terhadap tiga
pertanyaan penelitian, studi ini menunjukan bahwa terdapat variasi dalam
pola peradilan adat di beberapa nagari. Setiap nagari memiliki pendekatan
unik dalam penyelesaian sengketa, mulai dari musyawarah informal di
tingkat kaum hingga proses formal yang melibatkan lembaga adat. Pola
peradilan ini mencerminkan nilai-nilai lokal yang beragam dan menunjukkan
bagaimana masyarakat Minangkabau mengelola konflik dengan cara yang
damai dan restoratif. Struktur yang mengatur proses peradilan di setiap
nagari dipengaruhi oleh kelarasan yang dianut, baik Kofo Piliang maupun
Bodi Caniago baik dalam struktur nagari dengan sistem ba-pangulu maupun
nagari sistem ba-rajo. Perbedaan ini menciptakan variasi dalam mekanisme
penyelesaian sengketa dan pengambilan keputusan, yang mencerminkan
karakteristik unik dari masing-masing nagari. Hal ini menunjukkan bahwa
struktur adat tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hukum, tetapi juga
sebagai refleksi dari dinamika sosial dan budaya yang ada di masyarakat.
Model pengembangan sistem peradilan adat yang diusulkan dalam penelitian
ini adalah sistem peradilan karapatan, yang berbasis pada kolektivitas kaum
dan prinsip musyawarah. Sistem ini bertujuan untuk menjaga kehormatan
dan keadilan dalam masyarakat Minangkabau, serta tetap relevan dalam
menghadapi tantangan modernisasi. Dengan demikian, penelitian ini
menunjukkan bahwa peradilan adat di Minangkabau tidak hanya berfungsi
sebagai sistem hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat ikatan
sosial dan menjaga harmoni dalam komunitas, sehingga dapat beradaptasi
dengan perubahan zaman tanpa kehilangan esensi nilai-nilai tradisionalnya.

Kata Kunci: Peradilan Adat Minangkabau; Kearifan Lokal; Hukum Adat.
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ABSTRACT

This study aims to explore the patterns, structures and models of
customary justice in Minangkabau, with a focus on the diversity that exists
in each nagari. In the modern context, the interaction between customary
justice and state justice is an important issue, especially in aligning
traditional law with broader legal needs. Data collection in this study was
conducted through literature studies, in-depth interviews with customary
leaders, and focus group discussions (FGD). The selection of the research
location was based on the Minangkabau cultural area located in the
administrative area of West Sumatra Province, which is seen as representing
two aspects of the customary government system in Minangkabau, namely
the ba-Rajo government system in Nagari Lubuak Malako from the aspect of
the rantau region, and the ba-Pangulu government system in Nagari Taram,
Nagari Balimbiang and Nagari Sijunjung from the aspect of the luhak region.
The results of the study indicate that Minangkabau customary justice still
plays an important role in resolving various cases, both civil and criminal,
with a restorative justice approach. Through an analysis of three research
questions, it was found that there were variations in the pattern of customary
justice in several nagari. Each nagari has a unique approach to dispute
resolution, ranging from informal deliberation at the community level to
formal processes involving customary institutions. These judicial patterns
reflect diverse local values and demonstrate how Minangkabau society
manages conflict in a peaceful and restorative manner. The structure that
governs the judicial process in each nagari is influenced by the harmony
adopted, both Koto Piliang and Bodi Caniago in both the nagari structure
with the ba-pangulu system and the nagari system ba-rajo. These differences
create variations in dispute resolution and decision-making mechanisms,
reflecting the unique characteristics of each nagari. This shows that
customary structures not only function as legal guidelines, but also as a
reflection of the social and cultural dynamics that exist in society. The model
for developing a customary justice system proposed in this study is the
karapatan justice system, which is based on the collectivity of the
community and the principle of deliberation. This system aims to maintain
honor and justice in Minangkabau society, as well as remain relevant in
facing the challenges of modernization. Thus, this study shows that
customary justice in Minangkabau not only functions as a legal system, but
also as a means to strengthen social ties and maintain harmony within the
community, so that it can adapt to changing times without losing the essence
of its traditional values.

Keywords: Minangkabau Customary Court Local Wisdom; Customary Law.
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